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PEMERINTAH KABUPATEN BARRU

BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan SULTAN HASANUDDIN NO. 19 Kode Pos 90711
Telepon/Fax : (0427) 21274, e-mail : itda.barru@gmail.com

KEPUTUSAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BARRU
NOMOR : 20 Tahun 2019
TENTANG

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BARRU

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BARRU

Menimbang

Mengingat

Dalam rangka penyempurnaan Dokumen Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Barru, perlu
menetapkan Keputusan Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Barru tentang Penetapan Indikator Kinerja
Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru.

: 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara
Nomor : PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman
Umum Penetapan Kinerja Utama di lingkungan Instansi
Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Penjanjian Kinerja dan Pelaporan
Kinerja Instansi Pemerintah ;

6. Peraturan Bupati Barru Nomor 68 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Barru (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 46).

7. Keputusan Bupati Barru Nomor 300/BAPENDA/V1/2017
tentang Pengesahan Rencana Strategis Badan
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LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN
NOMOR : 20 Tahun 2019
TANGGAL : 14 Januari 2019

INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BARRU

1. Nama Unit Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru

2. Tugas Pokok Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan
Pemerintah Daerah berdasarkan Azas Otonomi
dan tugas pembantu Daerah di bidang

Pendapatan Daerah
3. Fungsi a. Perumusan pelaksanaan Monitoring, evaluasi
dan  pelaporan  Kesekretariatan  yang
menunjang tugas organisasi

b. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang
Perencanaan dan Pengembangan

c. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang
Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan

d. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang
Panagihan, Pembukuan, dan Pelaporan;

e. Pelaksanaan administrasi Badan; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh

Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

-

4. Indikator Kinerja Utama

INDIKATOR
SASARAN SUMBER PENANGGUNG
NO | straTegls | KINERJA PEILELAGAN DATA JAWAB
UTAMA
1 2 3 4 5 6
B Meningkatnya | Terbitnya % | Jumiah Laporan Hasil Laporan Subag Umum,
Kualitas Administrasi dan Kegiatan dalam setahun Pelayanan Sub Bagian
Perencanaan, Keuangan A Program dan
Pelaksanaan, Jumiah Laporan Hasil Perkantoran, keuangan
penatausahaan, Kegiatan dalam Tahun Laporan
Pelaporan dan | | sebelumnya Pengadaan,
Pertanggungjaw X 100% Laporan
aban Daerah ‘ Keuangan
SKPD, Laporan
{ Monev
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Meningkatnya Jumiah Laporan Kabid Kabid
P P Jumlah Laporan Pendaftaran | Pendaftaran Pendaftaran,
Asli Daerah Pendapatan Asli Pendataan Pajak dan Pendataan Pendataan dan
daerah, yang Retribusi, Surat Ketetapan Pajak dan Penetapan,
bersumber dari Pajak dan Retribusi Daerah, | Retribusi,Surat | Kasubid
Pajak, Retribus SPPT-PBB-P2 dan DHKP K Pajek | F dan
kekayaan yang yang masuk dan Retribusi Pendataan,
dipisahkan, dan et s ee— Daerah, SPPT- | Kasubid
lain-lain PAD yang Jumiah Laporan Pendaftaran | PBB-P2 dan Perhitungan dan
Pendataan Pajak dan DHKP penetapan,
Retribusi, Surat Ketetapan Kasubid
Pajak dan Retribusi Daerah, Pengolahan Data
SPPT-PBB-P2 dan DHKP dan Informasi
yang ditetapkan
x100%
Jumiah Laporan Hasil Laporan Target | Kabid
Kepiatan dalam Setahun PAD Pokok dan | perencanaan
Jumiah laporan hasil Laporan Kasubid
kegiatan dalam tahun i P
sebelumnya F
x100% DBH Pajak Kasubid hokum
Rokok, Laporan | dan peraturan
rekon DBH perundang-
PNBP Minerba undangan
(penerimaan
negara bukan
pajak), Perbup
pajak dan
retribusi
Jumiah Laporan Hasil Laporan Kabid Penagihan
Kegk dalam R Total Pelap dan
Jumiah laporan hasil Laporan Per Kasubid
kegiatan dalam tahun OoPD Pembukuan dan
sebelumnya P pelap
x100% Rincian Kasubid
Reali Pajak | Penagl dan
dan retribusi, Pen
Laporan DBH
Propinsi Pajak
Motor
KEPALA N PENDAPATAN

, SE., M. 8i

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19600109 199503 1 001
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Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

Tembusan :

Pendapatan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016-
2021.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BARRU TENTANG PENETAPAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA DILINGKUNGAN BADAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BARRU

Menetapkan  Indikator Kinerja Utama Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Barru yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Barru
Pada tanggal : 4 Januan 2019

PENDAPATAN

1 SE., M. S
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19600109 199503 1 001

1 Bupati Barru, di Barru;
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Barru, di Barru;

3. Pertinggal.
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DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN BARRU

NOMOR SOP : 02/SOP/DPKD-PENDAPATAN/IV/2016
TGL. PEMBUATAN : 27 April 2016

TGL. REVISI d

TGL. EFEKTIF : 31 April 2016

NAMA soP : PROSEDUR PENDAFTARAN, PENDATAAN,

PENDATAAN AKTIF

PENILAIAN OBJEK DAN SUBJEK PAJAK —

| DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

1. Memiliki kemampuan pengelolaan data PBB

penerbitan SPPT Objek Pajak

dilaksanakan, mlkiik_ag,

Retribusi Daerah 2. Memiliki k puan p haan dok PBB
4. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 11 Tahun 2013 tentang |3. Memiliki kemampuan penilaian dan verifikasi Objek Pajak
Perubahan atas Peraturan Daerah Kab. Barru Nomor 4 Tahun 2011 |4. Mengetahui tugas dan fungsi pengelolaan PBB
tentang Pajak Daerah
2. Peraturan Bupati Barru Nomor 31 Tahun 2013 tentang Tata Cara
Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Kabupaten Barru
KETERKAITAN : PERALATAN PERLENGKAPAN :
2. Prosedur Pendaftaran, P, Penilaian Objek Dan Subjek Pajak |4. Formulir SPOP dan SPOP
—Pendataan Pasif 5. Server/Komputer/Printer/Scanner
6. GPS/Meteran
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Apabila Prosedur Pendaftaran, Pend dan Penilai tidak | Disimg bagai data elektronik dan manual

baru_
—
{
o~ PROVEK OoP (SOP) UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN PBB-P2
7 DPKD KABUPATEN BARRU
‘_ . SOP PAJAK PBB-P2 - PROSEDUR PENDAFTARAN, PENDATAAN, PENILAIAN OBJEK DAN SUBJEK PAJAK
&
", Pelaksana ‘Mutu Baka
Prosed: Wajib | Bagian Petugas Kepala Petugas Kete-
o Ursian d Pajak  |Pelayanan| Pendataan & S::;;‘:D Bidang | Pengolahan Kelengkapan Waktu Output rengsa
PBB-P2 | Penilaian Pendapat  Data &
1. Pendataan Objek Pajak Baru dengan Pendataan Pasif
.. |Wajib Pajak (WP) mengambil formulir Surat C} Formulir SPOP dan LSPOP. Setiap hari
Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan kerja
Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak
(LSPOP) di Dinas
1. |WP mengisi SPOP dan LSPOP dengan jelas dan Formulir SPOP dan LSPOP. Setiap hari .
benar serta menandatangani dengan kerja
mencantumkan nama jelas
3. |wP rk 1. Surat Permohonan dan Surat  [Setiap hari [Penyampaian dokumen
Objek Pajak Baru dengan kelengkapannya Pengantar dari Desa/Kel. diketahui |kerja permohonan dan
melalui petugas pelayanan PBB-P2 ;Itsh cam:;l’en(dj;ﬁn;n Obj:: l;am I;Plen‘hpunnvl oleh
. Surat Kuasa (jika dikuasakan)
3. Photo copy Identitas Pemilik dan
yang dikuasakan.
4. SPOP dan LSPOP harus
ditandatangani oleh Lurah/KAdes
5. Bukti Kepemilikan Lahan
(Sertifikat/AJB/Girlk/dokumen lain
yang sejenis)
6. Photo copy IMB dokumen
|pendukung lain yang berkaitan
langsung dengan objek pajak).
4. |Petugas Pelayanan PBB menerima 15 menit
| dan k
| menelit Beluh Lengkap lengkap
| 5. |Bila berkas permohonan pendaftaran: 15 menit Pencetakan Bukti
| [o- belum lengkap, berkas permohonan Penyerahan Surat dan
[pendaftaran dikembalikan kepada WP untuk L LPAD
|dilengkapi.
b. sudah lengkap, akan dicetak Bukti
Penyerahan Surat dan Lembar Pengawasan
6. |Bukti Penyerahan Surat diserahkan kepada Penyerahan Bukti
Wajib Pajak. [j( Penyerahan Surat
(Tanda Terima
|Pendaftaran Surat
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PROYEK : o P (SOP) UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN PBB-P2
DPKD KABUPATEN BARRU
& SOP PAJAK PBB-P2 - PROSEDUR PENDAFTARAN, PENDATAAN, PENILAIAN OBJEK DAN SUBJEK PAJAK
Pelaksana Mutu Baku |
Wajib | Bagian Petugas Kepala | Petugas Kete-
= gl Pajak |Pelayanan| Pendataan | K®P21? | Bidang | pengolahan Kelengkapan Waktu Output rangar
PBB-P2 | dan Penilaian | 56K PAD | Pendapat R
7. |LPAD digabungkan dengan berkas. LPAD, berkas permohonan 15 menit Pencatatan dokumen
dan SPOP, pendaftaran, dan SPOP
Petugas pelayanan PBB menyerahkannya
kepada Petugas Pelayanan untuk dilakukan
pencatatan dokumen.
1
8. |Petugas Pelayanan PBB menyerahkan berkas LPAD, berkas permohonan 15menit  |Pendistribusian
kepada Petugas Pendataan dan Penilaian $ pendaftaran, dan SPOP dokumen
9. |Petugas Pendataan dan Penilaian meneliti dan SPOP dan LSPOP 1 hari Penelitian dan penilaian
| [menilai objek dan subjek pajak di lapangan SPOP dan LPOP
disertai dokumentasi
i
10. | Petugas Pendataan dan Penilalan SPOP dan LSPOP 10menit |- Berita Acara Penelitian
berita acara Lapangan
lapangan - Pembuatan Uraian
Penelitian Berkas
11.{SPOP dan LSPOP yang telah diteliti oleh SPOP dan LSPOP yang telah diteliti, [15 menit  |Penandatanganan SPOP
Petugas Pendataan dan Penilaian di beserta Uralan Pemerlksaan dan LPOP
|tandatangani kemudian diteruskan ke Kepala Berkas
Seksi PAD dengan melampirkan Uralan
i ckas —
12.|Kepala Seks| PAD membubuhi paraf Uraian SPOP dan LSPOP yang telah diteliti, [15 menit | Paraf Uralan
Pemeriksaan Berkas dan diteruskan ke Kepala beserta Uraian Pemeriksaan Pemeriksaan Berkas
Bidang Pendapatan ditandatangani Berkas
13 |Kepala Bidang Pendapatan menandatangi SPOP dan LSPOP yang telah diteliti, [10 menit  |Penandatanganan
Uraian Pemeriksaan Berkas dan dikembalikan beserta Uralan Pemeriksaan Uraian Pemeriksaan
kepada Petugas Pendataan dan Penilaian Berkas yang telah diparaf Berkas
untuk diteruskan kepada Petugas Pengolahan
ta Dan Informasi
14 [Petugas Pengolahan Data Dan Informasi SPOP dan LSPOP yang telah diteliti, [30 menit  |Perekaman data
Data - beserta Uraian Pemeriksaan
dokumen diserahkan kepada Petugas Berkas yang telah ditandatangani
Pelayanan v
DPKD KABUPATEN BARRU IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN
PROYVEK : STANDAR
¢ R (SOP) UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN PBB-P2
Pelaksana Niuty Bakyr
vo. Uraian Prosedur ‘::’": Bagian Petugas Kepala Kepala | Petugas «
ak  |Pelayanan| Pendataan | P22 | Bidang | Pe ate-
PBB-P2 | dan penilalan | 551 PAD Pendapst D"::':' " Kelengkapan Waktu Output rangan
5 |Petugas Pengolhan data dan Informasi Anf;
Surat Pemb, &) 10menit  [Pencetakan SPPT
Pajak Terutang (SPPT)
6 |Petugas Pengolhan data dan Informasi
menyerahkan SPPT kepada Kepala Seksi PAD é_ 10menit  [Penyerahan SPPT
uk diparaf _l
7 |Kepala Seksi PAD menyerahkan SPPT kepada
Kepala Bidang Pendapatan untuk diparaf dan 10 menit Penandatangan
diteruskan ke Kepala Dinas untuk ditanda SPPT
tangani.
18 |Petugas menatausahakan SPPT dan
menyampaikan ke Petugas Pelayanan PBB 10 menit Pendistribusian SPPT
untuk didistribusikan.
15 |Petugas Pelayanan PBB P2 menyampaikan
SPPT kepada WP dengan menggunakan Tanda é 10menit  |Penyampaian SPPT
| Terima

Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

Pangkat : Pembina Tk.I, IV/b N

NIP, 19600109 193503 1 001
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